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BUPATI BANTUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 

NOMOR     27     TAHUN 2021 

TENTANG 

 

DAFTAR PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI 

PESERTA PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN  

PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PADA  

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN YANG  

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  

BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL  

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

BUPATI BANTUL, 

Menimbang :  a. bahwa untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat di 

Kabupaten Bantul melalui kepesertaan Jaminan Kesehatan 

Nasional, perlu diberikan bantuan iuran Jaminan Kesehatan 

Nasional kepada peserta penduduk pekerja bukan penerima upah 

dan bukan pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah pada 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Bagi 

Peserta Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan 

Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Pada Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul  

Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa 

Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 

1950 Nomor 44); 

SALINAN 



2 
 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4456); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5256); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 

Mulai Berlakunja Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 

dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa 

Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 

Nomor 14); 

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 

Nomor 130); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG DAFTAR PENERIMA 

BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI 

PESERTA PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN 

BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH 

DAERAH PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 

KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL  TAHUN 

ANGGARAN 2021. 

KESATU : Daftar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Bagi 

Peserta Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan 

Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Pada Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul  

Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. 

KEDUA : Dalam hal di kemudian hari terdapat Perubahan Daftar Penerima 

Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Peserta 

Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Yang 

Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Pada Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul. 

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan 

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021. 
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KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.   

 

Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal  4 Januari 2021 

BUPATI  BANTUL, 

 

ttd 

 

SUHARSONO 

 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. : 

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY; 

2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul; 

3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul; 

4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul; 

5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Bantul; 

6. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan cq. Kepala 

Cabang Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Yogyakarta; 

7. Yang bersangkutan. 

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 


